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: laku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

31 Desember 2015.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan
kepada: ]
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan (tanpa lampiran);
3. Menteri Perindustrian (tanpa lampiran);
4. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Ke-
: menterian Perindustrian;

g

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (tan-
pa lampiran};

7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuan-
gan (tanpa lampiran);

8. Direktur Audit DJBC;

9. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Tipe A Tanjung Priok;

10. PT Mandom Indonesia Tbk.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 04 Juni 2015
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
ttd.
KUKUH SUMARDONO BASUKI

(BN )

UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN
PENANGANAN PENGADUAN PESERTA

(Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2015, tanggal 29 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44
tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jami-
nan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perlu
ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Peserta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5256);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelanggaraan Program Jaminan Ke-
celakaan Kerja dan Jaminan Kematian {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indo-
nesia Nomor 5714);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015
tentang Penyelanggaraan Program Jaminan Pen-
siun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5715);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

tentang Penyelanggaraan Program Jaminan Hari
Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Nomor
5716);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan De-
wan Pengawas dan Direksi PT Jamsostek (Perse-
ro} Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;




PENGUMUMAN/ PERATURA

N PEMERINTAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN TENTANG UNIT PEN-
GENDALI MUTU PELAYANAN DAN PENANGANAN
PENGADUAN PESERTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM o
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial Ketenagakerjaan ini yang dimaksud den-
gan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selan-
jutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jami-
nan Sosial. :

2. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketena-
gakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketena-
gakerjaan adalah BPJS yang menyelenggarakan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program
Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua
dan Program Jaminan Pensiun.

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang as-
ing yang bekerja paling singkat 6 {enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.

4. Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanga-
nan Pengaduan Peserta adalah unit yang diben-
tuk oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani
pengaduan Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

5. Pengaduan adalah penyampaian ketidakpuasan
Peserta atas pelayanan dari BPJS Ketenagaker-
jaan.

6. Kantor BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor res-
mi BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai satah
saty fungsi untuk melayani kegiatan- pengaduan
Peserta,

7. Kotak Saran adalah media yang disediakan oleh
Kantor Cabang berupa kotak yang menampung
catatan yang berisikan kritik atau saran dari
Peserta.

8 Pusat layanan informasi BPJS Ketenagakerjaan
adalah unit yang mempunyai fungsi untuk mem-
berikan pelayanan informasi dan pelayanan pen-
gaduan Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

gl

10.

11.

12.

13.

{1

{2)

(3)

(4)

Email adalah surat elektronik BPJS Ketenagak-
erjaan yang mempuhyai salah satu fungsi untuk
melayani kegiatan pengaduan Peserta.

Media Sosial BPJS Ketenagakerjaan adalah media
sistem etektronik resmi BPJS Ketenagakerjaan
yang rhempunyai salah satu fungsi untuk melay-
ani kegiatan pengaduan Peserta.

Website BPJS Ketenagakerjaan adalah halaman
situs resmi BPJS Ketenagakerjaan yang berisikan
informasi dan layanan elektronik.

Unit Kerja BPJS Ketenagakerjaan adalah Kantor

Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang BPJS.

Ketenagakerjaan.

Sengketa adalah perselisihan antara Peserta den-
gan BPJS Ketenagakerjaan yang muncul akibat
ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan
oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB I
UNIT PENGENDALI MUTU PELAYANAN DAN
PENGADUAN PESERTA
Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana
Pasal 2
Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian mutu
pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta
di tingkat pusat, dibentuk unit yang mempunyai
fungsi sebagai Pengendali Mutu Pelayanan dan
Pengaduan Peserta.
Unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada di bawah Divisi Pelayanan dan Pengad-
uan.
Kegiatan pengendalian mutu dan penanganan
pengaduan Peserta di tingkat wilayah dilak-
sanakan oleh Kepala pelayanan yang berada di
Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kegiatan
pengendalian mutu dan penanganan pengaduan
Peserta di tingkat cabang dilaksanakan oleh Bi-
dang Pelayanan yang berada di Kantor Cabang
BPJS Ketenagakerjaan.

‘Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata

kerja Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Pen-
anganan Pengaduan Peserta sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi
BPJS Ketenagakerjaan.
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(1

(2)

{3)

(4)

(B)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Penanganan Pengaduan
Pasa] 3

Peserta dapat melakukan pengaduan atas keti-

dakpuasan pelayanan yang diberikan oleh BPJS

Ketenagakerjaan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai bukti yang valid yang diserahkan kepada

BPJS.

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung

ataupun tidak langsung.

Pengaduan secara langsung sebagaimana dimak-

sud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:

a. Bertatap muka dengan petugas BPJS Ke-
tenagakerjaan yang melaksanakan fungsi
pengendali mutu pelayanan dan penanganan
pengaduan peserta di seluruh Kantor BPJS
Ketenagakerjaan. : .

b. Menyampaikan pengaduan pada saat kunjun-
gan resmi petugas BPJS Ketenagakerjaan.

c. Melalui pusat layanan informasi BPJS Ketena-
gakerjaan.

Pengaduan tidak langsung dapat dilakukan me-

lalui;

a. Kotak Saran

PO Box

Email

SMS

Website

Media Sosial

S0 oo o

Pasal 4
Peserta dapat melakukan pengaduan atas ketida-
kpuasan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan waijib menangani pengad-
uan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya
pengaduan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen-
anganan pengaduan diatur dengan Peraturan Di-
reksi BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5
Dalam hal penyelesaian pengaduan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Peserta merasa belum
puas dan menimbulkan sengketa,
Peserta dapat mengajukan penyelesaian sengketa
melalui mediasi.

(3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pal-
ing lama 30 (tiga pufuh) hari.

{4) Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan.

Pasal 6
penyelesaian sengketa melalu
mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak
dapat diselesaikan, Peserta dapat mengajukan peny:

Dalam hal

elesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan ini mulai ber-
laku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dengan pan-
empatannya dalam Berita Negara Repubtlik Indonesia. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,
ttd.
ELVYN G. MASASSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1252

{ BN )
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